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B UP AT I SINTANG 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR 66 TAHUN 2018 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH MELALUI BAGIAN PENGADAAN SEKRETARIAT 

DAERAH KABUPATEN SINTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 
Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah Kabupaten Sintang, dan dan guna 
kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
secara integrasi dan terpadu perlu rnenetapkan 
Standar Operasional Prosedur Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Bagian Pengadaan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang; 

b. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di 
Lingkungan Pernerintah Kabupaten Sintang yang 
sebagian atau seluruhnya dibiayai Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara/ Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara 
efisien, efektif, terbuka, bersaing sehat, transparan, 
adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan sesuai 
dengan tata nilai pengadaan secara tertib 
adrninistrasi; 
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Mengingat 

C. 

1. 

. . . - 2. Undang-Undang ... 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang 
Standar Operasional Prosedur Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Bagian Pengadaan 
Sekretaiat Daerah Kabupaten Sintang; 



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas 
Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
TambahanLernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5952); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
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9. Paraturan ... 



Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Noror 
79 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 245. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. 
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia 
Nomor 4578): 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah 
tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533): 

12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebjakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pres:den Nomor 157 Tahun 2014 
tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 314): 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pererintah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33\: 

14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan/Barang 
Jasa Pemenintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Melalui Penyedia. 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daenah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 
Nomor 26. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diuhah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang 
Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Tahun 2013 Nomor 3. Tambahan Lemharan 
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3): 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan euangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 
Nomor 26. Tambahan Lembaran Daenah Kabupaten 
Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daenah Kabupaten Sintang 
Nomor 3 Tahun 2013 (Lembanan Daerah abupaten 
Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembanan 
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3; 

MEMUTUSKAN ... 

r 9. 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH MELALUI BAG IAN PENGADAAN 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

I 

.,. 

I 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati Sintang ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten Sintang. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang. 
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sintang. 
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Sintang. 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. 
8. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah Kabupaten Sintang yang terdiri 

dari Jnspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, 
Rumah Sakit Daerah, Lembaga Lain Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat 
Daerah. 

10. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat 
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada 
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 

11. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya 
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah. 

12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau 
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 
negara/anggaran belanja daerah. 

13. Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya 
disebut Bagian Pengadaan adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertugas 
untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara 
terpadu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

14. Kelompok ... 



14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah 
sumber daya manusia yang telah memiliki sertifikat ahli pengadaan 
barang/jasa pemerintah untuk melaksanakan pemilihan penyedia 
barang/ jasa. 

15. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima 
hasil pekerjaan. 

16. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh 
barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. 

1 7. Pelaku U saha adalah setiap orang perorangan a tau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

18. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah 
Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 

19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak 
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan 
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan 
pembangunan kembali suatu bangunan. 

21. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya 
olah piker. 

22. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan 
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata 
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan. 

23. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan 
harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK; 

24. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 
berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau 
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan/atau teknologi. 

25. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut Epurchasing adalah 
tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. 

26. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

27. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 
Konsultansi. 

28. Penunjukan ... 



28. 

29. 
30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 
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Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan 
tertentu. 
E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang. 
Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja 
Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan yang memuat informasi dan 
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. 
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah 
perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau 
pelaksana Swakelola. 
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah 
atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 
atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. 
Surat Jaminan yang selanjumya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis 
yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan 
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang 
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga 
pembiayaan ekspor lndonesia. 
Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta 
pemihhan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di 
seluruh Kementenian/Lembaga/ Perangkat Daerah dalam jangka waktu 
tertentu. 
Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan 
untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak 
hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunanya 
tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif 
terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya. 
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa 
yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. 
Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para 
pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga 
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 

40. Layanan ... 



40. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Sintang, sclanjutnya disebut 
LPSE Kabupaten Kabupaten Sintang, adalah pusat pelayanan proses 
penadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Sintang. 

41. Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui 
Bagan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang ang selanjutnya 
diswbut SOP, adalah serangkaian tahapan kegatan yang bersifat baku dan 
ditrtapkan dalam ranga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh unsur 
yang terkat dalam prosws pengadaan barang/jasa 

BAB II 
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagan Kesatu 
Asa9 

Pasal 2 

(1) SOP Pengadaan Barang/Jasa disusun dengan asas : 
a. efektif ; 
b. efisien; 
c. transparan, 
d. akuntabel, 
€. dinamis; 
f. mudah dipahami dan diterapkan. 

(2) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1l) huruf a berarti SOP dapat 
menjamin proses pengadaan berlangsung mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan. 

(3) Efsien swbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti SOP menjamin 
pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan 
daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu 
swsingkat-sinkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. 

(4) Transparan swbagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c berarti semua 
etentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat 
teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan 
calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia 
barang/jasa yang berminat serta bag masyarakat luas pada umumnya. 

t5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti harus 
mencapai sasaran baik fsik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran 
pclaksanaan tugas umumn pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai 
dengan prinsip-prinsip swerta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan 
barang/jaa. 

(6) Dinamis .• 
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Dinamis sebagaiman di· ak 
5° Ia tm sud pada ayat (l) h f dengan kondisi yang ada dan tidak kaku. uruf e beraru disesuaikan 

(7) Md 
dah dipahami dan diterapi dimaksud ada ava pelaksanaannya telah te pac .. t (I) huruf e berarti dala · rersusu secara terarah dan sistematis. 

Bagian Kedua 
Maksud 

Pasal 3 

!�P disusun dengan mak-sud untuk dijadikan pedoman bagi Bagian Pengadaan 
, "laksanakan tugas pokok dan fungsi Bagan Pengadaan Sekretanat: Daerah 
paten Sintang dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. 

Bag:an Ketga 
Tujuan 

Pasal 4 

Tujuan penyusunan Standar SOP adalah : 
a. efisiensi dan efektivitas proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa; 
b. ketertiban administrasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa; dan 
c. meningkatkan efektivitas koordinasi antara Bagian Pengadaan dengan SPD. 

BAB III 
PERSIAPAN PENGADAAN 

Pasal 5 

(l) Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan oleh PPK setelah RKA-K/L disetujui 
oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD 

(2) Untuk Pengadaan Barang/asa yang kontraknya harus ditandatangani pada 
awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat 
dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaman K/L atau persetujuan RKA 
Perangkat Daerah sesuai ketentuan peratuman perundangundangan. 

(6) 

? 

(3l Persiapan pengadaan dlaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/L atau RKA 
Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang /dasa. 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 
a. Reviu dan Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan ierja (KA) 
b. Penyusunan dan Penetapan HPS. 

V ., 
¢ c. Penyusunan 



c. Penyusunan dan Penetapan rancangan kontrak; dan/atau 
d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan 

pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga. 

(4) Dokumen Persiapan Pengadaan yang disiapkan oleh PPK dinamakan Dokumen 
Persiapan Pengadaan dan Perrnintaaan Pemilihan Penyedia melalui 
tender/seleksi/penunjukan langsung dan disampaikan ke Bagian Pengadaan. 

(5) Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan dan Perrnintaaan Pemilihan 
Penyedia melalui tender/seleksi/penunjukan langsung ke Bagian Pengadaan 
dilakukan melalui melalui aplikasi (jika sudah tersedia). 

Pasal 6 

Dokumen Persiapan Pengadaan dan Permintaan Pemilihan Penyedia melalui 
tender/ seleksi/ penunjukan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (4) 
disiapkan oleh PPK Ke Bagian Pengadaan meliputi: 
a. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK; 
b. Dokurnen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan); 
c. ID Paket RUP; 
d. Metode Pengadaan; 
e. Rencana Waktu Penggunaan; 
f. Harga Perkiraaan Sendiri (HPS); 
g. Spesifikasi Teknis; 
h. Kerangka Acuan Kerja: 
i. Penetapan Rancangan Kontrak; dan/atau 
j. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jarninan pelaksanaan, jaminan 

pemeliharaan Sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga. 

Pasal 7 

(1) 

'. 

Penetapan HPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf (b) diatas harus 
dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan : 
a. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 
b. HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidaklangsung 

(overhead cost); 
c. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia; 
d. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN). 
e. HPS digunakan sebagai: 

1) alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran 
harga satuan; 

2) dasar ... 



2) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam 
Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi / J asa Lainnya; dan 

3) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi 
penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari 
nilai HPS. 

f. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Negara; 
g. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu 

Anggaran paling banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E- 
purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi; 

h. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum 
batas akhir untuk: 
1) pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau 
2) pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan 

prakualifikasi. 

(2) Data/informasi yang dapat digunakan untuk PPK dalam menyusun HPS 
antara lain : 
a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa 

diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya 
pemilihan Penyedia; 

b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh 
Kernen terian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah; 

c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh 
asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, 
baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi 
biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari 
situs web komunitas internasional yang rnenayangkan informasi 
biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara 
internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan 
dilaksanakan; 

d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan 
harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh 
pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha; 

e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau 
kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah; 

f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan 
Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan; 

g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh 
konsultan perencana (engineer's estimate); 

h. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk 
tender/seleksi internasional; dan/atau 

i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Total ... 
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(3) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN). HPS tidak boleh memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh). Nilai 
HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga 
satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum 
dalam Dokumen Anggaran Belanja. 

Pasal 8 

Selain menyiapkan Dokumen Persiapan Pengadaan dan Permintaan Pemilihan 
penyedia sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, PPK juga melakukan identifikasi 
apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori barang/jasa 
yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, E-purchasing, atau termasuk 
pengadaan khusus. 

Pasal 9 

Yang termasuk pengadaan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, yaitu: 
a. Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat; 
b. Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri; 
c. Pengadaan Barang/Jasa yang masuk dalam Pengecualian; 
d. Penelitian; atau 
e. Tender /Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar 

Negeri. 

Pasal l 0 

Penetapan Rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf (c) : 
1. Tujuan penyusunan dan penetapan rancangan kontrak oleh PPK adalah 

sebagai pedoman bagi Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan dan pedoman 
bagi Penyedia dalam menyusun penawaran. 

2. Penyusunan rancangan kontrak yang antara lain memuat: 
a. Metode Pengadaan, 
b. Jenis Kontrak, 

Bentuk Kontrak, c. 
d. Naskah Perjanjian, 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. 

Uang Muka, 
Jaminan Pengadaan, 
Sertifikat Garansi, 
Sertifikat/ Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor, 
Penyesuaian Harga, 
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta 
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). 

BAB IV ... 



BAB IV 
PERSIAPAN PEMILIHAN 

Pasal I 

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan dilaksanakan setelah Pok)a 
Pemilihan menerima Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa dan permintaan 
pemilihan Penyedia dari PPK yang disampaikan oleh PPK ke Bagian Pengadaan, 
minimal memuat : 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
J. 

Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK; 
Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan); 
ID Paket RUP; 
Metode Pengadaan; 
Rencana Waktu Penggunaan; 
Harga Perkiraaan Sendiri (HPS); 
Spesifikasi Teknis; 
Kerangka Acuan Kerja: 
Penetapan Rancangan Kontrak; dan/atau 
Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan 
pemeliharaan Sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga. 

Pasal 12 

) 

Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan dan Permintaan Pemilihan Penyedia 
ditujukan Kepada Sekretaris Daerah Up. Kepala Bagian Pengadaan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Sintang yang dapat disampaikan melalui aplikasi system 
informasi (jika sudah tersedia). 

Pasal 13 

Setelah dokumen persiapan pengadaan dan Permintaan Pemilihan Penyedia 
diterima dan dinyatakan lengkap, Kepala Bagian Pengadaan menunjuk Pokja 
Pemilihan. Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyediu 
yang meliputi: 
a. reviu Dokumen Persiapan Pengadaan 
b. penetapan metode pemilihan Penyedia yang disampaikan melalui SIRUP: 
c. penetapan metode kualifikasi; 
d. penetapan persyaratan Penyedia; 
e. penctapan metode evaluasi penawaran; 
f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, 
g. penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan; dan 
h. penyusunan Dokumen Pemilihan. 

Pasal 14.. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang. 

Ditetapkan di Sint 
pada tanggal 2 ok±over 2018 

BUPATI SINT ' l 
A 

(] AROT WINARNO 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 2 \chcbcr 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

YOSEPHA HASNAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR €} 
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